Putusan Mahkamah Agung Re esia

kamahagung.go.id SALIN

PUTUSAN
Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tgt

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

bin Xxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
bertempat kediaman di RT. xxxxx, Kelurahan Xxxxx, Kecamatan
Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai Pemohon,
melawan
Xxxxx binti Xxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak
kerja, bertempat kediaman di RT. xxxx, Kelurahan Xxxxx,
Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, sebagai
Termohon.
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca surat permohonan dan mendengar Keterangan Pemohon.
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di
persidangan.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan
terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal
12 Februari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah
Grogot dalam Register perkara Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tgt, tanggal 12
Februari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada
tanggal 18 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara,
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yaimana tercantum dalam Akta Nikah Nomor 18/111/2015, tanggal 18 Maret

a, setelah melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon dan

bn telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, bertempat

'rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2015, rumah tangga
Pemohon dan Termohon mulai/sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam
rumah tangga yang disebabkan Termohon sering marah-marah tanpa alasan

yang jelas.

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon terjadi pada sejak bulan Nopember tahun 2017, yang disebabkan
Pemohon memulangkan Termohon kepada orangtuanya dan sejak saat itu
antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan selama

pisah tersebut sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin.

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

7. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi
mencerminkan rumah tangga seutuhnya, yaitu rumah tangga yang sakinah,
mawaddah dan rahmah, sehingga jalan terbaik menurut Pemohon adalah

perceraian.
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Tanah Grogot Cqg. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut :
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Mengabulkan permohonan Pemohon.

Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxxx bin Xxxxx) untuk

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan
perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut, Pemohon menghadap
ke persidangan secara in persoon, sementara Termohon tidak menghadap ke
persidangan tanpa alasan yang sah serta tidak mengutus wakil atau kuasanya
untuk menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya mendamaikan
Pemohon dengan menasihati Pemohon agar rukun dan bersatu kembali dalam
membina rumah tangga, akan tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya.

Bahwa karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka untuk melakukan
mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016
tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan Pemohon, sementara untuk jawaban Termohon, karena
ketidakhadirannya, maka jawabannya tidak dapat didengar.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalii permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat bukti sebagai berikut:

a. Bukti Tertulis:
Photokopi legalisir Akta Nikah Nomor 18/111/2015, Tanggal 18 Maret 2015,
dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten

Penajam Paser Utara, bukti tersebut telah telah dinazegellen dan diberi
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ir= xh" B baksi
‘II::: || lly\g XXXXXX bin Xxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh
';“ A .'5--_:; 7 [, |Iﬁ an Lepas, tempat tinggal di xxxxx, Kecamatan Waru, Kabupaten
o 2 |

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah

pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di Xxxxx, Penajam.
- Bahwa sejak bulan November 2016, rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

disebabkan oleh Termohon suka marah-marah dengan alasan yang

tidak jelas.
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon

dan Termohon bertengkar.
- Saksi mengetahui keadaan tersebut dari keterangan Pemohon.
- Bahwa sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah

pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah

saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan

pengetahuan Saksi sendiri.
2. xxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat

tinggal di Desa xxxxx, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser
Utara, Saksi memiliki hubungan sebagai Kakak Ipar Pemohon dan di
bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai
berikut:

Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2018/PA.Tgt
Halaman 4 dari 15 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang

1 menikah pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di Xxxxx, Penajam.
Bahwa sejak bulan November 2016, rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan

Idan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

disebabkan oleh Termohon suka marah-marah dengan alasan yang

tidak jelas.
- Bahwa Saksi pernah mendengar dan melihat Pemohon dan

Termohon bertengkar.
- Bahwa sejak setahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah

pisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah

saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa Kketerangan yang Saksi sampaikan berdasarkan

pengetahuan Saksi sendiri.
3. xxxxxx bin Xxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan,

tempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Saksi memiliki hubungan sebagai
Kakak Kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal
yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang

menikah pada tahun 2015.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal

bersama di Xxxxx, Penajam.
- Bahwa sejak bulan November 2016, rumah tangga Pemohon

dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan

dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

disebabkan oleh Termohon suka marah-marah dengan alasan yang

tidak jelas.
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Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan melihat Pemohon

| dan Termohon bertengkar, namun sikap yang ditunjukkan terlihat jika

ntara Pemohon dan Termohon dalam keadaan berselisih dan

Bahwa sejak bulan November 2017, Pemohon dan Termohon

elah pisah tempat tinggal.
I- Bahwa sejak berpisah, Pemohon dan Termohon tidak pernah

saling mengunjungi.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon

dan Termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan berdasarkan

pengetahuan Saksi sendiri.
Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada

pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkara ini diputus
dengan mengabulkan Permohonan Pemohon.

Bahwa Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga Kesimpulannya tidak
dapat didengar.

Bahwa tentang jalannya persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam
Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat putusan ini, cukup

menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa
Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melangsungkan perkawinan
secara Islam pada tanggal 18 Maret 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, oleh karena itu berdasarkan asas
personalitas keislaman, Pemohon merupakan orang yang berkepentingan dalam
perkara ini (Persona Standy in Yudicio) sehingga memiliki legal standing dalam
perkara a quo.

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon

dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P.) dan perkara a quo
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o
@t\eﬁhdiubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
i ]

duallrﬁ alui Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya,

animbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon, Termohon

-mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua
dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum
Islam (KHI), maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan

Agama Tanah Grogot.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk
menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146
R.Bg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan
demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir
secara in persoon sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadiran tersebut bukan karena
suatu alasan yang sah, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg.,
Majelis telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya
Termohon (Verstek).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. juncto
Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha
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melalui proses mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan

mulia, yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal dalam
suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana diisyaratkan dalam al-
Quran Surat ar-Rum ayat 21, rumusan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu bagi seorang
suami yang akan melakukan perceraian harus mempunyai alasan hukum
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah
bahwa sejak bulan Maret 2015, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah
tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon sering marah-
marah tanpa alasan yang jelas, dan sejak bulan November 2017, Pemohon dan
Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan
tempat kediaman bersama.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan,
bukan berarti dengan serta merta permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan
alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, namun karena perkara
ini merupakan perkara perceraian yang termasuk dalam kelompok hukum
perorangan (personen recht) yang rentan dengan kebohongan (arres) dan
permufakatan para pihak untuk bercerai, maka Majelis Hakim memandang perlu

untuk Pemohon membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya.
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Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalii  permohonannya,
mengajukan bukti-bukti (vide. Pasal 283 R.Bg.) berupa bukti P. dan tiga

orang 4i yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

o~

l‘||I 1‘\_]_,- ‘II\@
'H%Lfk@ sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht), sesuai
i |

- tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P. berupa Photokopi legalisir Akta Nikah yang
berisi peristiwa penting tentang Pencatatan Pernikahan bagi penduduk yang
beragama Islam, dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kantor Urusan
Agama Kecamatan Penajam, sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam)
juncto pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, sehingga telah terbukti bahwa antara Pemohon dan
Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta nikah yang membuktikan
keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, oleh karena itu telah sesuai
dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa
untuk membuktikan suatu pernikahan, harus berdasarkan Akta Nikah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tidak ada
halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Telah
disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap
peristiwva yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu
dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 175, Pasal 308 ayat (1), Pasal 309
R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil
dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih

lanjut.
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-samping itu secara filosofis menurut Majelis, kecakapan saksi keluarga untuk
memberikan kesaksian dalam perkara perkawinan adalah karena mereka
dipandang paling mengetahui secara langsung tentang keadaan rumah tangga
Pemohon dan Termohon yang sangat privat.

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon telah disampaikan di
bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang
menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya,
oleh karena itu kesaksisan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 175, Pasal
308 ayat (1), Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon yang telah terurai pada
duduk perkara di atas telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga
kesaksian saksi-saksi Pemohon tersebut telah ~mendukung dalil-dalil
permohonannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan ditambah
dengan keterangan Pemohon serta didukung dengan bukti-bukti yang diajukan
oleh Pemohon, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami Istri yang menikah pada

tanggal 18 Maret 2015.
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Xxxxx, Penajam.
- Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon

sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
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Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

pkan oleh Termohon suka marah-marah dengan alasan yang tidak

guhjungi.
Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan

secara terus menerus sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan
Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991,
yang melahirkan kaidah bahwa dalam pemeriksaan perceraian dengan alasan
Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
Kompilasi Hukum Islam, dimana doktrin yang harus diterapkan dalam perkara
perceraian bukanlah “matri monial guilt* tetapi “broken marriage” atau “az-zawwaj
al-maksuroh” (pecahnya rumah tangga), sehingga Pengadilan tidak menitik
beratkan pada kesalahan siapa yang menjadi pemicu perselisihan dan
pertengkaran, akan tetapi haruslah menekankan pada kondisi nyata rumah tangga
itu sendiri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yang
terdapat dalam al-Qur'an surat al-Bagarah ayat 227 dan surat al-Ahzab ayat 28

yang berbunyi sebagai berikut :

aule puoww all oL W)l lgs je Ol

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka
sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci Allah
S.W.T yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan

tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan kondisi
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d| berkepanjangan terutama bagi Pemohon, padahal menolak mudharat

i

dengan kenyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat

tinggal meskipun jarak tempat tinggal keduanya relatif dekat. Secara
nyata terlihat bahwa Pemohon memiliki I'tikad yang sangat kuat untuk
bercerai. Oleh karena itu keadaan demikian telah memenuhi kaidah
hukum yang ada dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang berbunyi “bahwa sepasang
suami isteri yang telah cekcok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam
satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan
kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah
mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan”.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana tujuan filosofi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat
dibangun atas dasar keseimbangan, keseimbangan dapat terwujud jika ada
kesadaran antara suami dan istri untuk mewujudkan tujuan tersebut. Namun jika
hanya salah satu pihak saja atau bahkan keduanya yang tidak ada lagi keinginan
mewujudkan tujuan tersebut, maka tujuan tersebut mustahil akan terwujud,
sehingga jika sakinah, mawaddah dan rahmah tidak hadir dalam suatu rumah
tangga, maka akan menjadi neraka dunia bagi salah satu ataupun keduanya, jika
rumah tangga tersebut tetap dipaksakan untuk dipertahankan
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.yang dikemukan oleh antropolog Hedi Sri Ahimsyah Putra dalam bukunya yang
berjudul Strukturalisme Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra (Yogyakarta: Galang
Press, 2001, halaman 33-61) yang menyatakan bahwa dalam kehidupan manusia
terdapat keteraturan struktur dalam dan struktur luar dalam manusia itu sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena
itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dengan memberikan izin
kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 Tentang Peradilan Agama dan dikaitkan dengan surat TUADA ULDILAG
MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 mewajibkan
Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap
kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan
Termohon, tempat perkawinan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan, namun
berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang
merupakan hasil Rapat Pleno Kamar Tahunan Ke-enam Mahkamah Agung
menyatakan bahwa tidak perlu mencantumkan amar putusan tentang perintah

kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan
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MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxx bin Xxxxx) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Xxxxx binti Xxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Tanah Grogot.

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp
841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 M.,
bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1439 H, oleh kami Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
sebagai Ketua Majelis, Lugman Hariyadi, S.H. dan Gunawan, S.H.l. masing-
masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, dibantu oleh Drs. Karani Kutni sebagai Panitera
Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis
Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.
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Hakim Anggota Hakim Anggota
Ttd. Ttd.
gman Hariyadi, S.H. Gunawan, S.H.I.

Panitera Pengganti
Ttd.

Drs. Karani Kutni

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Administrasi / ATK Rp 50.000,00
3. Pemanggilan Rp 750.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Materai Rp _ 6.000,00 +
Jumlah Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

SESUAI DENGAN ASLINYA
Diberikan kepada dan atas permintaan .................

Tanah Grogot, ..........ccovevivennnennn.
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